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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena

berkat anugerah-Nya kepada kita sekalian selaku hama-Nya sehingga kami dapat

menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ini telah selesai kami susun.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja

BPPRD pada tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsi serta menjadi bahan

evaluasi dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dimasa yang akan datang.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud masih .iauh dari sempurna, karena banyaknya keterbatasan dan

beberapa kendala yang dihadapi terutama dalam mengukur tingkat keberhasilan

kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan.

Adapun demikian keterbatasan dan kendala tersebut akan dijadikan sebagai

bahan evaluasi untuk penyempurnaan ditahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 disampaikan, atas

perhatian dan masukan dari semua pihak diucapkan terima kasih. Semoga

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 bermantaat bagi kita semua dalam

upaya peningkatan kinerja organisasi.
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RINGKASAN EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 Badan Pengelola Pajak dan Retriusi Daerah

(BPPRD) merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan

Rencana Strategis fahun 202O-2025 dan penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retriusi Daerah

(BPPRD) Tahun 2O22 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk

memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap yang telah dilakukan

selama lahun 2022.

Badan Pengelola Pajak dan Retriusi Daerah (BPPRD) Tahun 2Q22,

menetapkan perubahan Rencana Strategis dengan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu)

sasaran strategis dan 2 (tiga) indikator kinerja sebagai pernyataan pada perjanjian

kinerja dan Renstra BPPRD yang sesuai dengan tupoksi BPPRD adalah sebagai

berikut :

NO

RENSTRA BARU

SASARAN
It{DIKATOR

KINERJA
SASARAN

SASARAN
INDIKATOR

KINERJA
SASARAN

1 Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Pendapatan Pajak
dan Retriusi Daerah

Meningkatnya
Realisasi
Pendapatan Pajak
Daerah

Meningkatkan
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)

Presentase
Peningkatan
Pendapatan
Pajak Daerah

Meningkatnya
Realisasi
Pendapatan
Retribusi Daerah

Presentase
Peningkatan
Retribusi
Daerah

Adapun capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2022 tergambar dalam tabel

berikut :

No Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Ta rget Realisasi Capaian

I 2 3 4 5 6

1

Meningkatkan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Presentase
Peningkatan
Pendapatan Pajak
Daerah

9,60% 16.r6% 168,59%

Presentase
Peningkatan
Retribusi Daerah

9,65% -6.8?% -71,17%
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Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa pencapaian

target kinerja sasaran untuk kinerja :

1. Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dapat mencapai target

yang diperjanjikan dan berpredikat Sangat Baik dengan kategori Efektif

dan Efisien;

2. Presentase Peningkatan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target

yang d iperjanjikan dengan Kategori Pemborosan.

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan

kebijakan adalah masalah keuangan/anggaran yang digunakan. Dalam

melaksanakan rencana kinerja kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun 2022 sebagaimana

tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Badan Pengelola {ajak

dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.

4.327.804.404,- dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 4.615.230.844,-

sebagaimana tertuang dalam Anggaran Perubahan DPPA 2022, dari Anggaran

BPPRD bertambah sebesar 6,640lo.

Pagu Anggaran setelah perubahan yang tertuang pada DPPA Tahun

Anggaran 2022 ini sebesar Rp. 4.615.230.844,- yang terdiri dari biaya gaji dan

tunjangan ASN, sejumlah Rp. 2.712.711.692,- dan belanja penunjang kegiatan

operasional OPD sebesar Rp.'1.902.519.152,-.

Dalam program kegiatan tersebut, terdapat 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kaupaten/Kota; dan

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Nomor 03 Tahun 20'16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana rincian tugas dan fungsinya

tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 56

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud.

Kedudukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai unsur Pemerintah Daerah

yang dipimpim oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Talaud melalui Sekretaris

Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten

Kepulauan Talaud merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik dibidang pendapatan daerah dan pelayanan

publik.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineria Tahunan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud adalah sebagai berikut :

1. Tap MPR Rl Nomor X|/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
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2

4

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 21438);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Penyusunan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah;

lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

5

6

7

B

o

10

10.
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11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 56 Tahun

2016 tentang susunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud.

13. Peraturan Menteri Pebdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunujk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah.

1.3 TUGAS POKOK, FUNGSIBPPRD

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten

Kepulauan Talaud mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah;

3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dukungan

teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah memiliki Struktur Organisasi terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat;
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c. Bidang;

d. Sub Bagian;

e. Seksi;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(2\ Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pajak Daerah; dan

b. Bidang Retribusi Daerah.

(3) Bidang Pajak Daerah terdiri dari :

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;

b. Seksi Penetapan Pajak Daerah; dan

c. Seksi Penagihan Pajak Daerah.

(4) Bidang Retribusi Daerah terdiri dari :

a. Seksi Pendataan Potensi Retribusi Daerah;

b. Seksi Penetapan Retribusi Daerah; dan

c. Seksi Penagihan Retribusi Daerah.

Tugas BPPRD : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun gambaran Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai

berikut :

1. Kepala

BPPRD dikepalai oleh seorang Kepala Badan dan mempunya tugas

merumuskan kebijakan, memimpin, mengkoordinasikan,
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mempromosikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi pelaksaaan tugas dan fungsi Badan.

Sekretaris

Seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan

dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan,

perencanaan, pensinkronisasian, pengawasan, pengendalian

evaluasi kegiatan serta pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang

Pajak Daerah dan Bidang Rekibusi Daerah.

Sekretaris membawahi dua orang kepala sub bagian :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perenelnaan, Evaluasi dan Keuangan

mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan

merumuskan, merencanakan, mengembangkan mengkaji ulang,

menganalisis kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan

pendataan Pajak Daerah.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

kepala sub bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan, merencanakan, merencanakan, mengembangkan

mengkaji ulang, menganalisis kebijakan teknis di bidang Umum

dan Kepegawaian.

Bidang;

1) Bidang Pajak Daerah;

Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang kepala Bidang

mempunyai tugas pokok memverifikasi, mengkoordinasikan,

mempromosikan, memimpin, mengawasi dan mengendalikan

serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penetapan pajak

daerah dan penagihan pajak daerah.
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Bidang Pajak Daerah di kepalai oleh seorang kepala bidang

dibantu oleh 3 orang kepala seksi :

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dipimpin

oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu

kepala bidang dalam menyiapkan bahan dan menyusun,

merencanakan, mengembangkan, mengkaji ulang,

menganalisis kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah.

b. Seksi Penetapan Pajak Daerah

Seksi Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang kepala

seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam

menyiapkan bahan dan menyusun, merencanakan,

mengembangkan, mengkaji ulang, menganalisis kebijakan

teknis di bidang Penetapan Pajak Daerah.

c. Seksi Penagihan Pajak Daerah

Seksi Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang kepala

seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam

menyiapkan bahan dan menyusun, merencanakan,

mengembangkan, mengkaji ulang, menganalisis kebijakan

teknis di bidang Penagihan Pajak Daerah.

2) Bidang Retribusi Daerah;

Bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas

pokok mengkoordinasikan, memimpin, mengawasi dan

mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pendataan potensi retribusi daerah, penetapan

retribusi daerah dan penagihan retribusi daerah.

Bidang Retribusi Daerah di kepalai oleh seorang kepala bidang

dibantu oleh 3 orang kepala seksi :

a. Seksi Pendataan Potensi Retribusi Daerah
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Seksi Pendataan Potensi Retribusi Daerah dipimpin oleh

seorang kepala seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan mbantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan dan

menyusun, enyusun, merencanakan, mengembangkan,

mengkaji ulang, menganalisis kebijakan teknis di bidang

Pendataan Potensi Retribusi Daerah .

b. Seksi Penetapan Retribusi Daerah

Seksi Penetapan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang

kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang

dalam menyiapkan bahan dan menyusun, merencanakan,

mengembangkan, mengkaji ulang, menganalisis kebijakan

teknis di bidang Penetapan Retribusi Daerah.

c. Seksi Penagihan Retribusi Daerah

Seksi Penagihan Rehibusi Daerah dipimpin oleh seorang

kepala seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

menyusun, merencanakan, mengembangkan, mengkaji

ulang, menganalisis kebijakan teknis di bidang Penagihan

Retribusi Daerah.

Lt<ilP @PRD K B. KEPL |AUUo TAHUN 2022 7



1.4 STRUKTURORGANISASI

Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA BAOAN

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,

PELAPORAN
DAN KEUANGAN

BIDANG
PENGELOLA PAJAK

BIDANG
RETRIBUSI

SEKSI
PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN PAJAK

DAERAH

SEKSI
PENDATAAN

POTENSI RETRIBUSI
DAEFAH

SEKSI
PENETAPAN

RETRIBUSI DAERAH

SEKSI
PENAGIHAN PAJAK

DAERAH

SEKSI
PENAGIHAN

RETRIAUSI DAERAH

UPTD

8WP BPPRD KAB. KEPL TAUUD TMUN N22
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1.5 SUMBER DAYA MANUSIA DI BPPRD

Jumlah Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebanyak 26 orang

PNS yang terdiri dari 5 orang Golongan lV, 13 orang Golongan lll dan I
orang Golongan ll, dengan rincian golongan sbb :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan klasifikasi Pendidikan

terdiri dari 2 orang 52, 15 orang Sr, 2 orang Dlll, 7 orang SMfuSMK.

Hal ini pula mengindikasikan bahwa formasi dalam jabatan struktural yang

ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud sudah terisi semua.

9

1 Golongan lV C 1 Aparatur

2 Golongan lV A 4 Aparatur

J Golongan lll D 3 Aparatur

4 Golongan Ill C 2 Aparatur

5 Golongan lll B 3 Aparatur

6 Golongan lll A 5 Aparatur

7 Golongan ll D 3 Aparatur

Golongan ll C 2 Aparatur

o Golongan ll B 2 Aparatur

10 Golongan ll A 1 Aparatur

Jumlah 26 Aparatur

1 Magister (S2) 2 Orang

2 s1 15 Orang

3 Dill 2 Orang
4 SMA/SMK 7 Orang

Jumlah 26 Aparatur

WP BPPRD KlG. XEPL TAUW INIUN N22
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di BPPRD Menurut Status
Kepegawaian yaitu :

No. Status Kepegawaian Tahun2O22
1

2
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Calon Pegawai ASN

26

Jumlah 26 orang

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di BPPRD :

No. Uraian Tahun2022
1

2
3

THL Keamanan
THL Kebersihan
THL Sopir

1

2
1

Jumlah 4 orang

,I.6 ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1.5.1. ASPEK STRATEGIS

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu

instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, mengemban

tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5

(lima) tahun mendatang, dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Talaud yang baik, bersih, efektif dan efisien serta

meningkatkan kualitas system pengendalian internal pemerintah demi

untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi lebih diberkati.

Terhadap Potensi yang besar ini maka hal penting, mendasar, berjangka

panjang, mendesak yand dibutuhkan oleh masyarakat yaitu adanya

fasilitas yang memadai seperti fasilitas layanan umum dan ketersediaan

Jaringan lnternet sampai di wilayah.

1.5.2. ISU STRATEG]S

Terhadap aspek strategis Kabupaten Kepulauan Talaud yang

menjadi hal penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak yang

dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, maka lsu

strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
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Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun 2020-2025 yang kiranya

tercapai pada tahun kedepannya adalah :

1 . Dalam rangka tuntutan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang

berpedoman pada prinsip Clean Government dan Good Government,

Peran serta aparat Bidang Pajak dan Retribusi Daerah harus

dioptimalkan dengan pendanaan yang memadai, Penyediaan sarana

dan Prasarana Pendukung;

2. Meningkatkan kemampuan serta kinerja SDM dalam bidang Pajak dan

Retribusi Daerah agar masyarakat percaya terhadap aparat bidang

Pajak dan Retribusi Daerah;

3. Membangun sinergitas aparat pengawas dengan instansi terkait

terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan guna

mencegah terjadinya penyimpangan dan tumpang tindihnya

kewenangan dan pembuatan regulasi baru;

4. Membangun sinergitas aparat pengawas dengan aparat penegak hukum

untuk menciptakan Clean Government dan Good Government di bidang

pajak dan retribusi daerah;

5. Membangun sinergitas aparat bidang pajak dan retribusi dengan

masyarakat agar tercipta budaya malu jika tidak membayar pajak dan

retribusi daerah,

6. Pemberlakuan Reward and Punishment bagi Aparat Pemerintah dan

Aparat Penagi pajak dan retribusi ditingkat kecamatan, kelurahan dan

desa,

7. Sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah; dan

8. Tersedianya dana yang memadai untuk pelaksanaan tugas yang

optimal.

,1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 disusun berpedoman pada
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian

sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang teridiri dari susunan

organisasi, tugas pokok dan fungsi, landasan hukum, sumber daya

aparatur, sarana dan prasarana dan sistematika laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra)

dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021.

BAB IlI AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi, serta realisasi anggaran

organisasi.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan/simpulan pencapaian kinerja, hambatan dan

kendala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis

organisasi, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk

meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah pada tahun berikutnya. Selain kesimpulan Bab ini juga

memuat beberapa saran untuk peningkatan pencapaian

pendapatan pajak dan retribusi daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.'I RENCANA STRATEGIS

Pada bab ini dapat kami ringkaskan rencana strategik Tahun 2020-

2025 dimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD

adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang

melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah (BPPRD) tahun 2020-2025, maka Sasaran Strategis

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) atau kondisi

terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 2020 adalah Strategi dan

arah kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang

akan dicapai.

Dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2020-

2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud mengawal misi pertama yaitu : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan

Talaud Yang Bersih.

Sasaran strategis dan indicator kinerja BPPRD dapat dilihat pada tabel 2.1

dibawah ini :
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Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, lndikator dan Target Kinerja Berdasarkan lndikator

Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA

No Tujuan Sasaran lndikator awal
l202ol

Target

Tahun
2021

Tahun
2022

Tahun
2023

Tahun
2021

Tahun
2025

1 Terwu.iudnya
Kemandirian
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Melalui
Peningkatan
Pendapatan
Asli Daerah

Meningkatkan
Pendapatan
Asli Daerah

Presentase
Peningkatan
Pendapatan
Pajak
Daerah

7 ,250/o

7 ,600/o 9,60% 1 1,80 % 16,80% 21 ,80Yo

Presentase
Peningkatan
Retribusi
Daerah

8,0% 8,6% 9,65% 10,05% 11 ,05o/o 12,05o/o

Persentase Peningkatan
Pendapatan Pajak Daerah

9,60 %

9,65 0/o

1 Persentase Peningkatan
Retribusi Daerah
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Dalam rangka mewujudkan target Kinerja Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, maka

ditetapkan Perjanjian Kinerja 2022 sbb:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.'I CAPAIAN KINERJA BPPRD

Untuk dapat mengukur capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Dan untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut diatas dilakukan analisa capaian kinerja

lndikator Sasaran dan melalui perjanjian kinerja. Maka komitmen dan

kesepakatan antara penerima tugas dan pemberi tugas dapat tenivujud

yang ditandai dengan capaian kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

lndikator Sasaran Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) pada Tahun 2022 adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk mencapai target kineda

tahun 2021, BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mengukurnya dengan

lndikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

I ndikator Sasaran Strategis

No Sasaran Sbategis lndikator Kinerja Target

1 2 3

1

Meningkatkan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Persentase
Peningkatan
Pendapatan Pajak
Daerah

9,60 %

Persentase
Peningkatan
Retribusi Daerah

9,65 %

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus :
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